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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Dhalam beberapa dekade terakhir, komunitas internasional semakin menaruh

perhatian serius terhadap isu perubaha deforestasi, dan keberlanjutan
lingkungan hidup. Kebutuhan akan tata k npan global vang lebih ketat

aktivitas ekonomi,
hidup melalui perangkat hukum dan kebijakan. Dalam hal ini, EUDR membawa

norma-norma seperti  zero-deferesiation, suppy chain transparency, dan
sustainability, traceability yang secara substantif dipandang sebagai standar global
yang harus dipatuhi semua mitra dagang Uni Eropa. Namun pada kenyataanyn
norma-norma tersebut tidak lepas dari kritik dan resistansi terutama dari negara-



negarn produsen south global yang melihat ketimpangan kekuasasn dalam
pembentukan, penyebaran dan penerimazn norma internasional. Indonesia sebagai
salah satu eskportir utama minyak sawit dan kayu dunia, secara langsung terdampak
oleh pemberlakuan EUDR. Di satu sisi Indonesia memiliki komitmen terhadap
pembangunan berkelanjutan yang telah. diimplemenntasikan dalam berbaga
kebijakan nasional seperti [ndonesia w: Patm il (ISP0), Sistem
Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan moratorium izin hitan primer. Disisi lain
Indonesia memandang EUDR sebagai bentuk unilateralisme pormatif yang
cenderung mengabaikan kondis: politik ekonomi domestik, mekanisme sertifikasi
lokal, dan proses-proses adaptasi yang telah berlangsung.

Menins peraturan European Union Deforestation R&ﬂhﬁuﬂ [EUDR}
H!ﬁqulﬁ. Seluin itu, barang mhmhmdlsemlanm;mmwmaﬂl tuntes
dan sistem keterlacakan penuh yang menghubungkan produk fersebut ke bidang
tanah dimaza produk tersebul dibuai alau ditanam. Wﬁll peraturan EUDR
: et rodusen ko dapt i pesyarata
tersebut. Datam Jangkn pmddi.“pmmqmn h:h:_]lkllm 1ni dapat menyebabkan
penurunan neraca perdummm lhﬂﬁnp:l Penurunan kapasitas

yang bebas deforestasi dan legal yang diizinkan untuk masuk ke pasar

produksi karena penurunan investasi dan ekspor, dan penurunan penyerapan tenaga
kerja terampil karena penurunan investasi (Raseukiy, 2023}, Namun, jika Indonesia
melihat EUDR sebagai pelusng untuk meningkatkan kesejahteraan petani akan ada

banyak manfaat jangks panjang. Pada dasarnya persyaratan EUDR menuntut



perbaikan tata kelola yang pada akhirnya akan memungkinkan peningkatan

kualitas, produktivitas, dan penerapan prinsip berkelanjutan.

Sebagai bentuk penerapan pembangunan  berkelanjutan Uni  Eropa
berkomitmen penuh terhadap upava pengentasan berbagni masalah pokok yang
menjadi tujuan dar pembangunan herkul.nm, pererapan akses energi bersth dan
memitigasi ch:mpah.#i—pmuhnl‘:_aﬂjﬂhn Wﬂngx emisi gos rumaoh kaca
sebagai salah satt parsmeter yang digunakan. Penguringan emisi gas rumah kaca
dalam transportasi adalah dengan mengembangkan penggunsan biofuel dan
biodesel berhahan bakar nabati sebagai energ awm_fgsil. Salah satu
sumber bakan bakar nabati yang digunskan Uni Eropa adalah minyak sawit.
Rentang waktu 2006-2012 Uni Eropa mengmunakan minyak sawif sebesard0% dari
4.5 menjadi 6.4 juta ton. 1,9 juta ton digunakan untuk produksi biodesel dan 0.6
juta ton unutk pembangkit listrik dan panas (Infografis FERN dalom Policy Brief
Agriculnral Cl;;rmmm’jn- cansumption in the EU 201 7:3), Kemudian di tahun 2018
konsumsi Umﬂupu terbadap mmy]k sawit sehw‘?,ﬁjnu‘bn dan penggunaan
energi menyumbang sebesar 63 persen, naik 3 persen menjadi 4 juta ton serta listrik
dan pcmmsebnr?ﬁ mm;aﬂim ribu ton. m‘k dari transparasi rantai

pasok. biofuel yang diproduksi dan dikonsumsi oleh Lini Eropa harus sesuai dengan
standar berkelanjutan yang menjamin penghematan karbon serta perlindungan
keanekaragaman hayati. Biofuel larus memenuhi unsur keberlanjutan serta dampak
dari produksi yang dikasilkan oleh produksi biofuel karena perubahan penggunaan

secara tidak lanpsung atsu disebut fedirect Land Use Change.



Uni Eropa mengeluarkan beberapa arahan yang berkaitan dengan biofuel
antara lain: Pertama: Arahan 200928/EC tahun 2009 mengenal promos
pengounaan energi dar sumber terbarukan dan Delegaied Aot of Renewable Energy
I tahun 2018; Keduwa, Arahan 200950/EC tahun 2009 tentang spesifikasi bensin,
diesel, dan gas minyak dan perbaikan mekanisme arahan 2015/1513/EC mengenai
kualitas bahan bakar nabati. Ealﬂsqﬂn‘khhﬁulm memiliki resiko tinggn mulal
diterupkon sl Einap ARSI n INGEAL ALhimya pada talun
2023 batas fni turun drastis dan diperkirakan turun hingga nol pada tahun 2030
(Noveelli, 2016:10). Nilai ghonomis minyak sawit bagi Indonesia mencapai nilai
ckspor sebesar 300 triliun di tahun 2017 yang meyehatkan neraca perdagangan
nastonal dan berdampak pada peninglatan pendapatan 3 juto nimmalh mgg:dlim
kabupaten. Eropa juga merupakan konsumen ketiga yang paling penting dari
minyak sawit di dunia setelab India dan Indonesia atau 11% dani total konsumsi
global (United States Departement of Agriculiure 2015), Konsumsi minyak sawit
Uni Eropa menjadi terbanyak kedua setelah rapeseed oil, 40 persen dari minyak
mﬂmw -W' bahan bakar nabati (biodiesel). Hal ini lah
yang Tﬂﬁlﬁwm minyak kelaps sawil banyak memperluas
area perkebunan kelapa sawit yang terkndang meng keseimbangan alam.

Proyek perluasan area pﬂkehuna;n:.um.uk kbiapa sawit Einnggap menjadi perhatian

penting dari kelompok aktivis NGO lingkungan, maupun kelompok negara-negara
maju. Seperti kebijakan anggota parlemen Eropa Resolusi Parlemen Eropa “Palm
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Adanya norma lingkungan internasional yang terkandung dalam EUDR
merupakan bagian dari strategi kebijakan hijsu Uni Eropa yang bertujuan
menimimalkan kontrnibusi blok terhadap deforestasi global. Proses perumusan
EUDR dimulai padn tahun 2020, saat Parlement Eropa meluncurkan fmpoct
Assesment dan menginisiasi konsultasi publik sebagai respons atas meningkatnya
tekanan publik terkait konsumsi Uni Eropa dalam mendorong deforetasi melal
impor komoditas perkcbunan, Setelah melalui tahap fegislasi yang intensif di
tingkat supranasional, regulasi ini secara resmi diadopsi leh Parlemen dan Dewan
Uni Eropa pada tanggal 19 April 2023 dan mulai berlaku pada 29 Juni 2023 dengan
m__ﬁnplenmtﬂsi penuh yang dimulai pada :ﬂ:ﬁrmm Sebagai
norma infemasional. EUDR menawarkan standar lingkungan baru sekaligus
berfungsi sehagai instrumen normatif yang bersifat koersif karena mengaitkan
akses pasar Uni Eropa dengan kepatuhan negara dan perusahaan produsen terhadap
ketentuan ying ditetapkan.

Norma tersebul menuntul agar produk yang muukhpusar lﬁifmpa tidak
bersal dar bty gl deforstsi sl anggal bt 31 Desember
2020 dan komoditas tersebut tEpman‘.‘_fﬂ sesuni dengan hukum nasional negara asal.
Dalam kerangka difusi morma global, distribusi EUDR kepada negara-negara
produsen seperti Indonesia, Brasil, Malaysia, dan beberapa negara Afrika Tengah
dilakukan melalui kombinasi mekanisme formal don informal, termasuk dalam
bentuk narasi diplomatik, forum bilateral, dialog perdagangan, dan platfrom

multilateral seperti World Trade Ohgamization (WTO) dan United Nation Forum on

Forest (UNFF). Proses difusi norma ini merepresentasikan model sop-aown norm



difffusion sebagaimana dijelaskan oleh Finnemore dan Sikkink (1998) vang
menekankan peran aktor supranasional sebagai norm enferpremenrs dalam
menginisaiasi normma, kemudian mendorong aorm cascade melalu tekanan politik,
diplomasi ekonomi, serta mekanisme condifionaliny perdagangan. Dalam konteks
ini, Uni Eropa memamkan peran hegemonik sebagai pelopor norma dengan daya
tawar institusional yang tingm dﬂmmﬂhﬂhﬂ posisi pasar mercka sebagai
beverage untuknﬂﬁjﬂmﬂummiﬂierlmﬂmw dianggap universal.
Peraturin bar tersebut menetapkan aturan uji tuntas wajib bagi- operator yaitu
organisasi yang mengekspor barang atau produk ke pusar Uni Eropa atau
mengekspornya dari Uni Eropa yang terkait dengan deforestasi dan. degradasi
hutan. Hal imi melibatkan dan memperiuas lebih banyak komoditas ke dalam
peraturan fersebut dibandingkan dengan regulasi kayu Uni Eropa vang dimana
kelapa sawit juga termasuk dalam perstursn tersebut.

Kelapu sawit merupakan salah sutu dari tujub komoditas vang disebutkan
dalam regulasi Uni Exopa tentang produk bebas deforestasi yang mengharuskan
pela kiGN A S can s yan ERERRERNERs: tidak berasal dari
kawasan hutan yang di bakar atau degradasi lahan setelah tangoal 31 Desember
2020. (Goldman et al., 2020) (european commission. 2023). Regulasi Uni Eropa
ini menetapkan tujuh komoditi antara lain karet, kedelai, daging temak, kelapa
sawil, kakao, kopi, dan kayu. Dalam setisp komoditas peraturan tersebut
mendefinisikan produk mana saja vang termasuk dalam cakupan hukum seusa
dengan daftar kode bea cukai Uni Eropa. Daftar tersebut mencakup beberapa

produk turunan seperti kulit. cokelst dan fumitur. Secara standar hal tersebut setiap



produk atau komoeditas yvang diimpor atau diekspor dengan menggunakan kode bea

cukai vang berheda dianggap dikecualikan dari peraturan tersebut.

Adanya peraturan tersebut menimbulkan respon terhadap norma EUDR
tidak bersifat linier maupun wniversal. Negara-negara produsen menunjukkan

variasi dalam pola penerimann, peuxw.._.gmu bahkan penolakan mormatif

terhadap ketentuan EH{H Schagian pegara seperti Malaysia dan Indonesia
mengkritik. regulasi i’ im lﬁm bersifal \ﬁlh'ﬂmmﬂhf dan  tidak
mempertimbangkan kendisi sosiopolitik serta struktur ekonami domestik. Kritik ini
miﬂ adanya “kentestasi norma dimwlmmﬁ glebval
menolak asumsi universalitas norma EUDR dan menckankan perlunya pengakuan
alas m norma serta prinsip kedaulstan regulatif. Mal ini jup juga

1 dinamika negosiasi makna dalam ransh hubungan intemasional,
Dimana porma fidak diterima begitu sajo, melafiikan mengalanti proses
reinterpretasi dan resistensi sesuni dengan konteks lokal masing-masing negara
Dengan demmikian alil-alih menjadi adopsi normatif yang hammonis proses difusi
north global don strategi adaptif south global Pemahaman terhadap dinamika ini
penting untuk meugm]ﬁ,ﬁﬁ ww noma EUDR didistribusikan

secars transnasional, melainkan bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan
kepentingan domestik dan kapasitas institusional negara-negara produsen dalam

merespons tekanan normatif dan aktor global seperti Uni Eropa.

Penerapan EUDR memiliki relevansi yang besar terhadap posisi strategis

Indonesia dalam ekonomi politik lingkungan global. EUDR hadir sebagai regulasi



transnasicnal berbasis nilai yang mempersyaratkan seluruh produk yang memasuki
pasar Uni Eropa khususnya produk yang berbasis perkebunan seperti kelapa sawit,
kopi, kakao dan lain sebagainya harus bebas dan deforestasi, legal secara hukum,
serta dapat diteluseni ssalnya secara transparan. Kebijakan i tidak hanya
mencerminkan evolusi Uni Eropa sebagai, normative power, melainkan juga
menjadi ekspresi dam mﬁfmmmﬂthhh pﬂdﬂgﬂngﬁn intermasional yang
semakin berorientasi pada norma kebe dan_ etika, lingkungan. Dalam
konteks Indonesia relevansi EUDR menjad.m sangal fyatn mengingat Indonesia
merupakan eksportir utama beberapa komoditas yang secara langsung menjadi
WI tersebut, utamanya minyak kelapa sﬁﬂ;ﬁ-@_wﬁhjﬂga
merupakan negara dengan hutan torpis yang sangat luas dan ﬁnﬁﬁi'r&qujak
kompleks dalam pengelolaan lshan, termasuk kebakaran hutan dan deforestasi
lahan. Oleh karena itu, EUDR menyasar persoalan pembangunan Indenesin yaitu
ketegunitngan pada sektor ekstraktif sekaligus menguji sejouh mana pegara ini
MAMpQ menavigasi ransisi mmuju modef pﬁnhnnglmmm_;lnhih.-bu:’mlnnjman
I is. Relevansi EUDR terhodop Indonesin tentu saja tidak dapat
dilepaskan dari posisi mﬂdﬂn skemn ekonomi pbbal yamng asimetris,

Negara-negara south global termasuk Indoensia selama ini cenderung
berperan sebagai penyedia bahan baku mentah yang terintegrasi dalam rantai pasok
global dengan tingkst bergaining power yang rendah. EUDR meskipun diranglai
sebagai inisiatif lingkungan pada dasarmya juga merupakan intrumen geopolitik
ekonomi yang memperiuas kontral normatif Uni Eropa terhadap sistem produlksi di

luar teritoralnya. Dengan demikian regulasi ini dapat menjadikan representasi dari



apa yang disebut sebagai regulatory externaliztaion vakni proses dimana norma dan
standar hukum suatu kawasan diberlakukan secara de facto kepada negara-negara
lain melalu mekanisme pasar dan akses perdagangan. Dar segi dampak, EUDR
menciptakan tantangan besar di berbagai level, Pertama, pada tingkat kebijakan

nasional regulasi ini memaksa pemerint nesia untuk mereformasi sistem

nerhit Ny kpl],[ﬁj&

Hal tersebut tentu memunculkan kontestasi makna atas apa yang disebut
“suistainatde™ dan deforestasi itu sendiri. Dalam Kerangka teori konfestasi oleh
Antje Wiener (2009} disebutkan bahwa “Werer paposes a framework for

empirical fesearch on contested meaning af norms in intermational politics .



centred on individually enacted meaning-in-use, i.e.. when norms are contested,

interpreted or refected in different governance contfexts " (Wiemer, 2004)

Situasi ini menggabarkan apa yang disebut contested meaning-in-use yakni

ketika norma global mengalami interpretssi ulang. resistensi, atau hahkan

dukungan teknis, tranfer teknologi, serta pengakuan atas prinsip common but
differentiaied responsibilities. Oleh karena itu, posisi Indonesia terhadop EUDR
harus bersifat dualistik; yakni di satu sisi membangun kapasitas adaptasi terhadap
norma vang diterapkan dan di sisi lain mengartikulasikan resistensi terhadap
pemaksaan norma tanpa proses deliberatif yang setara. Dengan demikisn dampak
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EUDR terhadap Indonesia bersifat ganda yakni sebagai pemicu reformasi tata
kelola yang lebih baik, sekaligus sebagai tantangn terhadap kedaulatan noromatif
dan keadilan struktural dalam tata kelola lingkungan global. Untuk itu, strategi
Indonesia ke depan harus mencerminkan komboinasi sntara diplomasi normatif.

+ Menelaoh gambaran strategis bagi pelaku industri dan pemangku
kepentingan domestik dalam menghadapi implikasi kebijakan EUDR
terhadap sektor perkebunan kelapa sawit
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1.4 Sistematika Penulisan
Pada penyusunan sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian antara lain
pemyataan orisinalitas, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar

tabel, daftar lumpiran, dan ringkasan. Bagian berikutnya, yaitu:

Bagian ini berisi lentang uraian penjelasan mengenal penelition eksplanatif dengan

kontestasi norma.

BABIV
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Penelitian ini membahas tentang penjelasan utama yakni analisis terhadap dat
yang telah dikumpulkan serta pembahasan berdasarkan kerangka teori yang telah
di jelaskan pada Bab 1 terhadap kontestasi norma dan strategi adaptasi.

BABV

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil analisisyang telah dilakukan, serta berisi
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